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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1973
TENTANG
JAMINAN SIMPANAN UANG PADA BANK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.  bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyimpanan dana-
dana dari masyarakat pada lembaga perbankan serta
memperluas lalu-lintas pembayaran giral, perlu diambil
langkah-langkah yang diarahkan kepada pemupukan
kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan;

b. bahwa salah satu usaha yang dapat dijalankan untuk mencapai
tujuan tersebut pada sub a diatas ialah dengan cara
mengadakan suatu Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
(Asuransi Deposito);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 beserta penjelasannya
jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Undang-
undang Bank Indonesia 1968), dipandang perlu untuk
mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah mengenal Jaminan
Simpanan Uang Pada Bank yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Bank Indonesia.

1. Pasa 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 261

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865).

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JAMINAN SIMPANAN UANG PADA BANK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Y ang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan

a.  "Bank Indonesia’, adalah Bank Sentral sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1968 (Undang-undang Bank Indonesia 1968);

b. "Dewan Moneter", adalah Dewan sebagamana yang
dimaksud dalam Bab VI Undang-undang Nomor 13 Tahun
1968 tersebut;

c. "Bank Terjamin",adalah bank yang simpanan uang pihak
ketiga padanya dijamin oleh Bank Indonesia;

d. "Pengampu" , adalah Bank Indonesia,

e. "Likwidatur", adalah Bank Indonesia,

Pasal 2
Semua bank kecuali bank-bank asing sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor-3 Tahun 1968, yang melakukan usaha
berdasarkan suatu izin usaha dari Menteri Keuangan, diwajibkan
menjaminkan simpanan uang pihak ketiga padanya, baik yang
berupa giro, deposito maupun tabungan, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini beserta

peraturan-peraturan pel aksanaannya.

BABII ...
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BAB |1

KETENTUAN-KETENTUAN PENY ELENGGARAAN
JAMINAN SIMPANAN UANG PADA BANK

(D).

2)

(1).

(2).

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
sebagaimana dimaksudkan daam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah ini, ditugaskan kepada Bank Indonesia sesual
dengan tugasnya selaku pembina dan pengawas perbankan.

Secara berkala Bank Indonesia memberikan laporan kepada
Dewan Moneter tentang penyelenggaraan Jaminan Simpanan
Uang Pada Bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
pasa ini
ditetapkan oleh Dewan Moneter.

sesual dengan cara, bentuk dan waktu yang

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Jaminan Simpanan Uang Pada

Bank, Bank Indonesia:

a.  menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada
Bank Terjamin atas nama perorangan, perkumpulan dan
badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito dan
tabungan milik Pemerintah dan Bank;

b. memungut premi jaminan;

c. bertindak sebagai pengampu dan/atau likwidatur.

Jumlah yang dijamin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(1) huruf a pasal ini adalah setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

(satu jutarupiah).

(3). Premi ...
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Premi jaminan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1)
huruf b pasal ini ditetapkan sebesar 5 0/00 (lima perseribu)
setahun yang diperhitungkan terhadap selurun jumlah
simpanan pada Bank Terjamin.

Atas dasar perkembangan perekonomian dan keuangan, Bank
Indonesia dengan persetujuan Dewan Moneter dapat merubah
batas tertinggi jumlah simpanan uang yang dijamin dan
besarnya premi jaminan sebagaimana yang masing-masing
dimaksudkan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

Pasal 5

Premi jaminan yang dipungut sebagaimana dimaksudkan
daam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dipupuk
sebagai suatu cadangan yang pembungaannya dilakukan
dalam kertas-kertas berharga yang solide dan/atau penanaman
lainnya yang aman.

Cadangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1)
pasal ini dipergunakan untuk memenuhi kewajiban membayar

simpanan uang pada Bank Terjamin.

Pasal 6

Daam ha suatu Bank Terjamin, mengalami kesulitan
likwiditas parah untuk membayar simpanan-simpanan uang
pihak ketiga padanya, maka Bank Indonesia bertindak sebagai
pengampu untuk melaksanakan pembayaran simpanan-
simpanan yang dijaminnya.
Jika kemudian ternyata bahwa Bank Terjamin tersebut pada
ayat (1) pasal ini dicabut izin usahanya, Bank Indonesia
bertindak  sebagal  likwidatur  untuk  melaksanakan
likwidasinya.

(3). Untuk ...
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Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Bank Indonesia dapat menunjuk
pihak lain.

Daam ha Bank Terjamin berada daam status
pengampunan,segala hak, wewenang dan kekuasaan
kepengurusan Direksi Bank Terjamin diambil alih oleh

Pengampu.

Pasal 7
Pengampu melaksanakan pembayaran kepada setiap
penyimpan setinggi-tingginya sgumlah giro,deposito dan
tabungan yang dijamin oleh. Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini,
yang dihitung dari seluruh jenis simpanan yang dimiliki oleh
setiap penyimpan.
Atas pelaksanaan tugasnya itu pihak yang ditunjuk oleh Bank
Indonesia untuk melaksanakan pengampuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini,
wajib menyampaikan laporan lengkap sebagai pertanggungan
jawab kepada Bank Indonesia disertai saran dan pertimbangan
mengenai tindakan selanjutnya yang perlu diambil terhadap
Bank Terjamin tersebut.
Jka Bank Terjamin yang berada dalam status pengampuan
kemudian dicabut izin usahanya, maka Bank Indonesia
menyatakan pembubaran bank yang bersangkutan serta
mel aksanakan likwidasi hingga selesai.
Jumlah jaminan yang telah dibayar oleh Bank Indonesia
menjadi piutang Bank Indonesia terhadap Bank Terjamin yang

bersangkutan.

Pasal 8 ...
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Pasal 8
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tata-cara pelaksanaan
pembayaran jaminan, tugas dan kewgiban Bank Terjamin dalam
status pengampuan dan likwidas serta tugas dan kewajiban
Pengampu dan Likwidatur dalam melaksanakan tugasnya, diatur

oleh Bank Indonesia.

BAB Il
PERSYARATAN UNTUK MENJADI BANK TERJAMIN

Pasal 9
(1). Sesuatu Bank hanya dapat menjadi Bank Terjamin apabila
memenuhi persyaratan sebagal berikut:
a. kondis finangil, struktur permodalan dan managementnya
berada dalam keadaan baik;
b. mempunyai prospek penghasilan yang baik.
(2). Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat-syarat dan tata-cara permohonan

menjadi Bank Terjamin.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 10
Bank Indonesia menetapkan sanksi-sanksi administratif atau dapat
mempertimbangkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin
usaha terhadap:

a Bank ...
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Bank yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini, meskipun sudah memenunhi
persyaratan sebagaimana dimaksudkan.dalam Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini.
Bank Terjamin yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban
daam rangka pelaksanaan simpanan uang pada Bank
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini
telah melakukan usaha berdasarkan izin,usaha dari Menteri
Keuangan, setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini dalam
waktu sesingkat-singkatnya ditetapkan oleh Bank Indonesia
untuk menjadi Bank Terjamin.
Bank Indonesia menetapkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan
untuk menjadi Bank Terjamin bagi bank yang belum /tidak
memenuhi Syarat-Syarat tersebut pada Pasal 9 Peraturan
Pemerintah ini.
Jaminan terhadap deposito berjangka, Tabanas dan Taska serta
tabungan/ssimpanan lainnya yang diselenggarakan oleh
Pemerintah c.g. Bank Indonesa pada saat berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, pada waktunya disesuaikan dengan
tata-cara penyelenggaraan Jaminan Simpanan Uang Pada
Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank
Indonesia

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia setelah mendapatkan

persetujuan Dewan Moneter.

Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal
diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 22 Agustus 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 22 Agustus 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1973
TENTANG
JAMINAN SIMPANAN UANG PADA BANK

A. PENJELASAN UMUM.

Kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan merupakan landasan utama
bagi kelangsungan usaha dan perkembangan lembaga perbankan, karena kepercayaan
masyarakat itu sangat erat hubungannya dengan keyakinan dan kepastian masyarakat
akan manfaat jasa-jasa bank pada umumnya dan pembayaran kembali simpanan
uangnya pada bank pada khususnya.

Sesuai dengan ha tersebut diatas, adanya kepercayaan masyarakat pada
lembaga perbankan, merupakan syarat mutlak dalam rangka usaha meningkatkan
penyimpanan dana-dana dari masyarakat pada lembaga perbankan serta memperluas
lalu-lintas pembayaran giral.

Salah satu cara yang dapat diambil dalam usaha pemupukan kepercayaan
masyarakat tersebut disamping melalui cara pengaturan dan penjagaan likwiditas dan
solvabilitas bank ialah dengan mengadakan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank.

Penyelenggaraan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank dapat dilakukan dalam 2
(dua) cara, yakni:

a  dengan membentuk sebuah badan usaha yang khusus ditugaskan untuk
menyel enggarakan kegiatan-kegiatan termaksud; atau

b. menyerahkan penyelenggaraannya kepada suatu badan yang menjalankan fungsi
bank sentral, satu dan lainnya didasarkan atas pertimbangan bahwa salah satu
tugas dari Bank Sentral ialah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

lembaga perbankan.

Mengingat ...
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Mengingat bahwa usaha Jaminan Simpanan Uang Pada Bank termaksud
merupakan hal yang baru di Indonesia. maka agar usaha tersebut dapat dilakukan
secara effektif dan effisien, dipandang lebih tepat jika penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku pembina
dan pengawas lembaga perbankan. Dalam hubungan ini dapatlah dipahami bahwa
dasar pertimbangan untuk menyerahkan usaha Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
kepada Bank Indonesia adalah didasarkan atas titik tolak pemikiran bahwa effektivitas
dan effisensi dari penyelenggaraan usaha termaksud akan lebih dapat terjamin jika
penyelenggaraannya dikaitkan dengan wewenang yang telah diberikan kepada Bank
Indonesia melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perbankan 1967 untuk mengatur
dan menjaga likwiditas dan solvabilitas bank.

Dengan demikian penyelenggaraan usaha Jaminan Simpanan Uang Pada Bank
tersebut oleh Bank Indonesia secara juridis didasarkan atas ketentuan yang termaktub
dalam Pasal 30 Undang-undang Bank Indonesia 1968 sejalan dengan ketentuan Pasal
31 ayat (1) Undang-undang Perbankan 1967.

Didalam menyelenggarakan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, maka
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab VI Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang
Bank Indonesia 1968. Bank Indonesia berkewgjiban mengikuti kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah (yang dalam hal ini dibantu oleh
Dewan Moneter) serta melaporkan penyelenggaraannya kepada Dewan Moneter.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Bank Indonesia 1968, maka
penyelenggaraan usaha Jaminan Simpanan Uang Pada Bank sebagaimana
dimaksudkan diatas, perlu diatur dalam suatu peraturan perundangan yang berbentuk

Peraturan Pemerintah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
a Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup ...
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C. Cukup jelas.

d. Yang dimaksud dengan pengampuan (receivership) adalah pengambil-
alihan pimpinan bank oleh Bank Indonesia, dalam ha Bank Terjamin
tersebut mengalami  kesulitan likwiditas yang parah, termasuk
didalamnya fungsi membayar uang jaminan bila perlu, jadi sebelum ada
masalah likwidasi.

e. Fungss Bank Indonesia sebagai likwidatur didasarkan pada ketentuan

Anggaran Dasar Bank Terjamin yang bersangkutan.

Pasal 2.
Bank-bank milik Negara dalam melakukan usahanya tidak memerlukan izin
usaha dari Menteri Keuangan, karena ketentuan tentang izin usaha bank-bank
tersebut sudah termaktub dalam Undang-undang tentang pendirian bank-bank
tersebut masing2. Bank-bank asing dikecualikan dari ketentuan pasal ini
mengingat bahwa penyelenggaraan Jaminan Simpanan Uang Pada Bank ini
dimaksudkan untuk membina dan memperkembangkan bank-bank nasional.

Pasal 3.

Ayat (1).
Daam Pasa 30 Undang-undang Bank Indonesia 1968 beserta
penjelasannya terdapat ketentuan mengenal asuransi deposito sehingga
berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia dapat menyelenggarakan
Jaminan Simpanan Uang Pada Bank (asuransi deposito).
Pada saat sekarang ini sudah tepat waktunya untuk menyelenggarakan
kegiatan tersebut.

Ayat (2).
Cukup jelas.

Pasal 4 ...
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Pasal 4.

Ayat (1).
Uang Pemerintah pada dasarnya harus disimpan pada Bank Indonesia
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan simpanan suatu
bank pada bank lain pada hakekatnya merupakan simpanan uang yang
dipergunakan oleh bank yang bersangkutan untuk keperluan usahanya.
Dengan demikian simpanan-simpanan yang dimaksud tidak dijamin oleh
Bank Indonesia.
Disamping itu sisa hak tarik atas kredit yang belum dipergunakan juga
tidak dijamin, sungguhpun sisa hak tarik atas kredit nasabah yang belum
dipergunakan tersebut dibukukan dalam rekening giro.

Ayat (2).
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Ayat (3).
Cukup jelas.

Ayat (4).
Cukup jelas.

Pasal 5.
Ayat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.

Pasal 6 ...
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Ayat (1).

Suatu petunjuk bahwa suatu Bank Terjamin mengalami kesulitan
likwiditas parah adalah misalnya bank yang bersangkutan mengalami
saldo negatif dalam clearing secara terus-menerus dalam seminggu dan
daam jumlah yang besar, rekening gironya pada Bank Indonesia
menunjukkan saldo debet, kekurangan likwiditas karena sebagian besar

kreditnya macet dan lain-lain.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini dapat terdiri atas

perorangan dan/atau badan hukum.

Ayat (4).

Pasal 7.

Dengan pengambil-alihan termaksud, Direkss Bank Terjamin tetap
bertanggung-jawab atas segala akibat yang timbul dari dan yang bertalian
dengan kedudukannya selaku Direksi sebelum pengambil-alihan.
Anggota Direksi Bank Terjamin yang berada dalam status pengampuan
dapat diusulkan oleh pengampu supaya ditetapkan sebagai pembantunya
oleh Bank Indonesia.

Ayat (1).

Apabila seseorang mempunya beberapa jenis simpanan (baik giro,
deposito maupun tabungan) atas namanya, akan tetapi dalam kedudukan
hukum vyang berbeda-beda, misanya: selaku perorangan, selaku
pengurus dari suatu badan/organisasi selaku wali atas anak dibawah
umur maka semua jenis simpanan yang dilakukan dalam masing-masing
kedudukan hukum itu dijamin dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 1
juta.

Ayat (2) ....
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Ayat  (2).
Dengan dicabutnya izin usaha suatu bank olen Menteri Keuangan, maka
bank yang bersangkutan harus dilikwidir. Untuk melancarkan
pelaksanaan likwidasi, maka Bank Indonesia atas dasar kuasa dari
pemegang saham berdasarkan Anggaran Dasar bank yang bersangkutan,
menyatakan pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan dan
kemudian sebagai likwidatur melaksanakan likwidasi hingga selesai.
Ayat (3).
Bank Indonesia berdasarkan ketentuan dalam ayat ini mempunyai status
sebagai kreditur biasa (kreditur konkuren) atas hasil-hasil eksekusi
terhadap aktiva bank.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.
Cukup jelas.

Pasal 10.
Sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Umum, penyelenggaraan usaha
Jaminan Simpanan Uang Pada Bank oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka
pel aksanaan tugasnya selaku pembina dan pengawas |lembaga perbankan.
Wewenang Bank Indonesia untuk menetapkan sanksi-sanksi dalam rangka
pelaksanaan tugasnya itu berdasarkan pada Undang-undang Perbankan 1967
antaralain Pasal 31 jo. Pasal 40.

Pasal 11.
Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Cukup jelas.
Pasal 12.
Cukup jelas.
Pasal 13.
Cukup jelas.
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG



